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ABSTRAK

Pemalsuan sertifikasi label hala dari MUI dalam produk pangan adalah
sebuah perbuatan yang merugikan dan melanggar hak-hak konsumen, khususnya
konsumen muslim. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan dan penanganan yang
tepat untuk menanggulangi perbuatan pemalsuan sertifikasi label hala dari MUI
dalam produk pangan ini.

Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun meneliti tentang perbuatan
pemalsuan sertifikasi label halal dari MUI dalam produk pangan ini dapat
dikategorikan sebagal perbuatan yang dapat dipidanakan, jika dapat maka apa
sanksi hukumannya sudah efektif jika ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun
hukum positif.

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbuatan
pemalsuan pada sertifikas label halal dari MUI dalam produk pangan ini sebagai
sebuah tindakan pidana berikut dengan sanksi hukumannya yang efektif bak
dalam Hukum Islam maupun ditinjau dari hukum positif yang berlaku di
Indonesia. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode
yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dapat diartikan sebagai
prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak
sebagai mana adanya.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mengamati,
menelaah, dan membahas pemalsuan sertifikasi label halal yang menitikberatkan
pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum dan perundangan-undangan yang
berlaku.

Penelitian pada skrips ini bersifat kajian pustaka dan lapangan, dalam
pengambilan data dilakukan di daftar bacaan dan di lapangan dengan cara
meminta dokumen atau catatan-catatan di LPPOM MUI-DIY serta melakukan
wawancara kepada pelaku usaha maupun narasumber dari pihak LPPOM MUI-
DIY. Data-data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis, baik
melalui hukum Islam dan hukum positif maupun dengan situasi dan kondisi serta
fakta yang terjadi, yang kemudian ditarik benang merahnya berupa kesimpulan
yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam pemalsuan
sertifikasi label halal MUI ini merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana atau jarimah, karena memenuhi unsur-unsur jarimah.
Untuk kategorisasinya adalah termasuk kepada jarimah ta’zir yang penentuan
sanksinya ditentukan oleh ulil amri dengan kadar yang disesuaikan dengan
kemaslahatan. Adapun untuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku pemalsuan
sertifikasi halal MUI ini adalah hukuman ta’zir yang bentuknya dengan hukuman
jilid dan pengasingan.
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“Wahai manusial Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh syetan itu musuh

yang nyata bagimu. (QS. Al-Bagar ah: 168)

o) a0 Y ) A ) Mg
“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran

bagimu...” (Q.Sal-Bagarah: 185)

" Pdevplexity is the beginning of knowledge”
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya M asyarakat
yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk
membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh Indonesia.

Salah satu lembaga yang berada di bawah naungan MUI adalah L PPOM-
MUI. LPPOM-MUI merupakan kepanjangan dari Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. LPPOM-MUI merupakan
lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan
apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika
apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni
halal atau boleh dan baik untuk dikonsums bagi umat Muslim khususnya di
wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan
dan bimbingan kepada masyarakat.

Sebagai lembaga otonom bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan
sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat
Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai
dengan Syari’at Isdam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantum
label halal.*

Meskipun sudah ada LPPOM-MUI, lembaga ini tidak mempunyai kekuatan

untuk mewajibkan semua makanan yang ada di Indonesia harus bersertifikat halal.

*http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content& view=article&id=56& | temid=82.
10 February 2013, 09.32.
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Sertifikasi halal ini sifatnya kerelaan sgja, tidak ada paksaan. Selagi tidak ada
hukum yang mangatur maka sertifikat ini hanya bersifat kerelaan sgja. Siapa yang
mau silahkan yang tidak mau tidak dipaksa.? Lembaga ini hanya mengeluarkan
Sertifikat halal ketika ada produsen makanan yang meminta Sertifikat Halal dan
setelah di lakukan pengecekan oleh LPPOM-MUI terhadap produk yang
dihasilkan oleh produsen makanan tersebut merupakan sesuai dengan aturan
Islam, setelah itu baru dapat dikeluarkan Sertifikat Halalnya. Tercatat baru 20
persen produk makanan yang beredar di Indonesia yang mempunyai lisensi
Sertifikat Halal. Melihat catatan ini sungguh mengeutkan, betapa ironisnya
sebagai negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam (88,20%), tetapi tidak
melindungi hak-hak warga negaranya yang beragama |slam.®

Dengan adanya sertifikasi halal ini memberikan keuntungan bagi produsen
jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label hala
dalam setiagp kemasannya, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari
penjualannya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut.
Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk-
produk halal, melainkan masyarakat non-muslim pun banyak yang mengkonsumsi
produk halal.*

Bersamaan dengan hal itu, banyak produsen yang mengambil jalan pintas

untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Dalam proses produks banyak sekali

2 http://www.pkesinteraktif.com/content/view/5533/32/1ang,id/. 25 Februari, 14.03.

3 http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content& view=article&id=9312
:syura-solusi-perselisihan-kewenangan-sertifikasi-halal -di-indonesi a& catid=68:; 0pini & [ temid=68 ,
13 Maret 2013, 08.40.

4 L. Ferjannah, “Sertifikasi Halal di Indonesia,” Ekonomi Syari'ah, No. 6, Vol. 10 (4
Oktober 2011), him. 6.



pedagang yang menggunakan bahan-bahan kimia yang membahayakan ataupun
mengandung unsur-unsur haram, seperti boraks dan minyak babi. Begitupun
dalam proses-proses selanjutnya, seringkali pedagang menghalalkan berbagai cara
agar produk pangan mereka laku di pasaran. Salah satu modusnya adalah dengan
mencantumkan label halal MUl pada kemasan produknya, tanpa melalui
sertifikasi dari MUI.

Berdasarkan hasil survel yang dilakukan oleh tim Jurnal LPPOM MUI,
ternyata banyak sekali beredar produk pangan kemasan berlabel halal palsu atau
“ilegal”.®* Ada tiga macam label halal ilegal di masyarakat berdasarkan hasil
survei tersebut, diantaranya:

1.  Produk pangan kemasan yang masih mencantumkan labelisasi halal MUI,
padahal masa berlaku sertifikasi halal yang di dapat dari MUI tersebut telah
habis.

2. Produk pangan kemasan yang baru mendapatkan sertifikasi halal MUI untuk
satu jenis produk, akan tetapi mencantumkan label halal pada semua jenis
produk yang diproduksi olehnya.

3. Produk pangan kemasan yang mencantumkan label halal pada kemasannya
tanpa izin dari MUI. Dengan kata lain, produk ini belum mendapatkan
sertifikasi halal dari MUI akan tetapi mencantumkan label hala pada
kemasannya.

Dengan adanya peredaran produk pangan dalam kemasan yang memasang
label halal ilegal tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan sangatlah

merugikan konsumen. Seperti kasus yang terjadi di Surabaya, dimana BPOM

® Jurnal Halal LPPOM MUI, No.36, Maret 2001, him. 14.



MUI mengadakan pengujian terhadap 35 merek dendeng dan abon sapi, terdiri
dari 15 dendeng dan 20 abon sapi. Dalam pengujian tersebut ternyata menemukan
5 merek dendeng yang positif mengandung DNA babi, padahal pada kemasannya
secara terang-terangan mencantumkan label halal.®

Selain itu, terdapat pula kasus besar yang sempat menghebohkan
masyaraktan Indonesia pada tahun 2001 yang diakibatkan oleh keharaman
penyedap masakan Ajinomoto yang menggunakan bactosoytone yang merupakan
bakteri hasil rekayasa genetika dari babi dalam produksinya.” Belum lagi baru-
baru ini diberitakan makin maraknya penemuan terhadap beberapa merek bakso
dengan memakai |abel halal yang mengandung daging babi.

Tidak sedikitnya pemalsuan atas label halal palsu yang dijumpai pasar
Indonesia seperti contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya
pemalsuan label halal pada produk yang bahan pokoknya tidak sesuai dengan
label halalnya, telah menyadarkan betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh
perbuatan pemalsuan sertifikasi label hala dari MUI dalam produk pangan ini,
dan menunjukkan bahwa masih lemahnya kesadaran pelaku usaha dan
pengawasan lembaga-lembaga maupun aparatur yang menaungi kerugian yang
ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan label hala ini serta peraturan aspek

perlindungan bagi konsumen.

6 http://rabbiti ca.blogspot.com/2011/02/pemalsuan. 6 Maret 2013, 11.35

” Anton Apriyantono, Nurbowo, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal (Jakarta: Khairul
Bayaan, 2003), him. 12.



Sehingga menimbulkan pertanyaan terdapatnya hukuman atau peraturan
yang mengatur terhadap tindakan pemalsuan sertifikasi label halal dari MUI yang
meresahkan dan merugikan masyarakat, baik dalam hukum Islam maupun positif.
Mengingat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang mengatur
berbagai macam aspek kehidupan manusia, termasuk adab dalam perdagangan.
Dalam Islam, berbohong atau berdusta merupakan tindakan yang dilarang,
termasuk di berbohong mengenai kondisi suatu objek yang diperdagangkan.
Begitu juga dengan pemalsuan sertifikasi hala dari MUI, pemalsuan ini
merupakan suatu perbuatan bohong atau dusta yang dilakukan oleh produsen
terhadap kondisi barang yang ditawarkannya. Akan tetapi tidak adatidak ada nash
baik Al-Quran maupun Hadits yang lebih rinci yang mengatur mengenai

pemal suan.

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari hal tersebut, maka penyusun menemukan pokok permasalahan
yang mendasar, yaitu:
1. Apakah tindakan pemalsuan sertifikasi label halal ini dapat dikategorikan
sebagai tindakan pidana?
2. Apa sanksi bagi pelaku tindakan tersebut dalam perspektif hukum pidana
Islam?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Pendlitian
a. Untuk mengetahui apakah pemalsuan sertifikasi label halal MUI ini

merupakan tindakan pidana atau bukan.



b. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur
sanksi hukum terhadap pelaku pemal suan sertifikasi label halal MUI.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasl pendlitian ini secara aplikatif diharapkan dapat digunakan oleh
konsumen muslim untuk lebih mengetahui dan memahami betapa
pentingnya produk halal sebagai konsumsi sehari-hari.

b. Memberikan kontribusi dalam memberikan jaminan kepada konsumen
tentang barang yang dikonsumsi dan terlindunginya konsumen dari
penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap
produk yang dihasilkan.

c. Dapat memperkayawawasan keilmuan di bidang hukum, baik dalam hukum
Islam maupun hukum positif.

d. Dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran
is label halal pada suatu produk dan belum adanya hukum positif di Indonesia
yang secara khusus mengatur masalah jaminan hala dengan sertifikasi dan
labelisas halal, maka negara dengan menggunakan berbagai perangkat hukum
dan pelembagaannya untuk mengatur tentang label halal pada produk pangan
dalam kemasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kehalalan suatu
produk pangan dalam kemasan tertera pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang
Pangan, dan UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian

diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya, yakni Peraturan Pemerintah No.



69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No.
518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan
Pangan Halal, serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan
N0.924/Menkes/SK/VI1/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri
Kesehatan Rl No. 82/Menkes/SK/1/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada
Label Makanan.

Selain peraturan perundang-undangan, masih ada keputusan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia tentang penetapan produk halal pada tahun 2000, umat Islam di
Indonesia sedikit tenang, karena dengan adanya fatwa ini dapat menjamin
kehalalan makanan yang ada di Indonesia, meskipun tidak dapat semuanya
terjamin oleh fatwa ini. Fatwa ini hanya bersifat sebagai jaminan hala terhadap
makanan yang telah diperiksa oleh LPPOM-MUI.

Buku fikih at-Tasyri’ al-Jina’l al Islam karya ‘Abdul Qadir ‘Audah
tentang sanksi dalam Hukum Islam, menjadi acuan utama dalam mengamati
bagaimana penerapan sanksi pidana dalam hukum Islam.

Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal sebuah
karya dari Burhanuddin, merupakan buku yang banyak memberikan informasi
mengenai hukum perlindungan bagi konsumen, kemudian menggambarkan
tentang sistem dan mekanisme sertifikasi halal.

Buku Bunga Rampai, Jaminan Produk Halal Di Negara Anggota
MABIMS, yang dierbitkan oleh Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Ilam dan Penyelenggaraan Haji. Buku yang
disunting oleh H. Imam Masykoer Alie ini memuat tentang panduan berbagai

informasi dan yang berkaitan dengan sistem Sertifikasi dan labelisas yang terjadi



di negara anggota MABIMS (Brunel Darussalam, Indonesia, Maaysia dan
Singapura).

Vis al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis,® oleh Lukman Fauroni. Buku ini
membahas mengenali pandangan al-Qur’an terhadap etika dan bisnis yang
keduanya mempunyai hubungan yang signifikan dalam perjalanannya, sehingga
sangat terkait sekali hubungan antara produk, produsen dan konsumen yang juga
dibahas dalam buku ini.

Halal dan Haram Dalam Islam®, karya Syekh Y usuf Qardhawi, di dalam
buku ini banyak sekali membahas prinsip pokok mengenai persoalan halal dan
haram dalam Islam dengan lengkap.

Dekonstrukss Hukum Islam®, yang disusun oleh Makhrus Munagjat
memberikan beberapa klasifikasi penjelasan tentang pengertian hokum pidana
dalam Islam.

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak
Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, karya Mukhlisin. Skripsi
ini membahas tentang perlindungan konsumen secara umum, dan bagaimana
hukum Islam memandang undang-undang tersebut.

Hanya sgja sepengetahuan penyusun, belum ada penelitian secara khusus
yang membahas tentang hukum melakukan pemalsuan label halal MUI, ditinjau

dari hukum pidana Islam dan hukum positif.

8 Lukman Fauroni, Etika Bisnis Dalam al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren:
2006).

® Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: PT
Bina llmu: 1993).

19 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka,
2004).



E. KerangkaTeoritik

Praktek penipuan dan pemalsuan pada label hala MUI, dalam
pelaksanaannya tentunya merugikan konsumen. Jika sedikit melihat ke dalam
ranah fikih mu'amalah, segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam
perdagangan apapun bentuk dan macamnya adalah hal yang sangat dilarang.
Karena segala bentuk mu’amalah tidak boleh ada tadlis.* Tadlis atau penipuan
merupakan salah satu hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam setiap transaksi.
Karena dengan adanya hal ini, akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu
pihak. Setigp transaksi yang mengandung unsur tadlis atau gharar maka
hukumnya adalah haram / bathil.

Sedangkan dalam ketentuan hukum pidana | slam, segala sesuatu perbuatan
yang dilarang oleh syara’ merupakan perbuatan pidana atau jinayah. Untuk
mengetahui bahwa perbuatan pemalsuan label hala MUI ini dianggap sebagai
perbuatan jinayah sebelumnya harus mengetahui unsur-unsur dari jinayah itu
sendiri, diantaranya:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman
hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikena dengan istilah
unsur formal (ar-Rukn as-Syar’i).

2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan
perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (ar-Rukn al-Madi).

3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat

memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukalaf, sehingga

1 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, cet. V11, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),
him. 31.



10

mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal

dengan istilah unsur moral (ar-Rukn al-Adabi).*

Tujuan dari pemidanaan tidak lain adalah untuk mendapatkan ketentraman
baik di dunia dan di akhirat. Meskipun tidak adanya nash yang khusus dalam
mengatur hukum pemalsuan label halal MUI. Karena secara riil, nash al-Qur’an
dan matan hadits secara kuantitas sangat terbatas, padahal peradaban manusia
senantiasa berkembang sejalan dengan perubahan sosial.

Untuk hal itulah, para ulama ushul figh dalam mengistinbatkan hukum dari
nash melakukan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan metode
Mashlahah al-Mursalah, yakni menetapkan hukum atas berbagai persoaln yang
tidak ada petunjuk nyata dalam nash, dengan pertimbangan kemaslahatan, yang
proses analisisnya lebih banyak ditentukan oleh nalar mujtahidnya.™®

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sgaan
dengan tujuan syara (magashid syari’ah), sekalipun bertentangan dengan tujuan-
tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada
kehendak syara, tetapi sering didasarkan atas kehendak hawa nafsu. Oleh sebab
itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan
kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’ (magashid syari’ah), bukan
kehendak tujuan manusia.**

Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ulama

dan ahli ushul figh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

2 H.A. Jazuli, Figh Jinayat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 3.

3 Muhammad Yusuf dan Fatma Amalia, Figh & Ushul Figh, (Yogyakarta: Pokja
Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), him. 112.

4 Nasrun Haroen, Ushul Figh I, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), him. 114
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1. Mashlahah a- Daruriyyah ( 4usrall 4alaal) ), yakni kemaslahatan yang
berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
Diantaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,
memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini
disebut dengan Mashalih al-Khamsah.™

2. Maslahah a-Hajiyah (4 W 4alaall ), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan
dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang
berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan
mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan
meringkas (gashr) shalat dan buka puasa bagi orang yang sedang musafir.
Daam bidang mu amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan
makanan yang baik-baik, dibolehkan jual beli pesanan (bay’ a-salam),
kerjasama dalam pertanian (muzara ah), dan lain sebagainya.®

3. Maslahah a-Tahsiniyyah ( 4dsadlldalaall ), yakni kemaslahatan yang
sikapnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan
sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian
yang bagus-bagus, mel akukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan,
dan lain sebagainya.'’

Sedangkan dalam hukum positif, dalam KUHP pemalsuan dikategorikan
sebagai tindak pidana kejahatan bisnis. Dalam menangani permasalahan kejahatan
pemalsuan ini dibutuhkan keterlibatan hukum pidana yang salah satu upayanya

menggunakan pendekatan kebijakan kriminal. Kebijakan krimina merupakan

15 1bid, him. 115.
18 | bid, him. 116.
7 |bid, him. 116.
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suatu usaha rasional dari masyarakat untuk mengantisipasi dan menanggulangi

kejahatan. Salah satu usaha tersebut dapat dilihat dari penggunaan hukum pidana.
Perbuatan pemalsuan ini merupakan keahatan yang di dalamnya

mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang

nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan

dengan yang sebenarnya® Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis

pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam
kelompok kejahatan penipuan.

2. Kaetertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok

kejahatan terhadap negaralketertiban masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan
untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data
guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan
dengan metode-metode ilmiah,*® dan dapat mencapai hasil yang valid dengan
rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan
terarah yaitu untuk menjawab persoalan yang diteliti penyusun. Adapun metode
yang digunakan adalah:

1. JenisPenditian

8 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005),
him. 3.

9 Lexy JMoeloleng, Metode Penelitian Kwalitatif, (Bandung: Rosda Karya, 1993).
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Penelitian mengenai pemalsuan sertifikasi label halal MUl pada produk
pangan yang diterapkan oleh masalah ini merupakan penelitian lapangan
(field research) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lapangan
berupa wawancara dengan pihak atau lembaga yang berhubungan masalah
terkait, dalam hal ini dengan Lembaga LPPOM MUI-DIY dan pelaku usaha.
Serta dengan menggali buku-buku, peraturan perundang-undangan, kitab-
kitab hukum pidana, dan atau karya-karya terdahulu yang relevan dengan
pokok permasal ahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang
menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dapat diartikan sebagai
prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang
tampak sebagaimana adanya.?.

3. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normetif, pendekatan dengan melihat, membahas pemalsuan dalam label halal
dan menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview yaitu mengadakan wawancara secara langsung kepada narasumber
atau para pihak yang terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini difokuskan
kepada LPPOM MUI-DIY dan pelaku usaha.
Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur, al-Qur’an,

hadits, makalah-makalah, buku-buku, jurnal, internet, serta dokumen-

% gaifudin Aswar, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar,
1990), him. 63.
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dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang
berkaitan langsung dengan penelitian.
5. AndisisData

Metode yang dipakai dalam menganalisa data supaya diperoleh data yang
memadal dalam penelitian menggunakan analisis deduktif komparatif.
Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data umum menuju data
yang lebih khusus. Data umum berisi ayat-ayat al-Qur’an dan hadits, atau
peraturan dalam perundang-undangan dan ketentuan dalam KUHP yang
melarang melakukan pemalsuan dalam dunia usaha, khususnya pemalsuan
sertifikasi label halal. Kemudian dianalisis sehingga menuju pada suatu
kesimpulan khusus bahwa praktek pemalsuan label haa itu tidak

diperbolehkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh hasil yang optimal, maka perlu adanya penelitian yang
dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terarah. Sebagai upaya
untuk membahas pokok permasalahan, penyusun memaparkan pembahasan dalam
lima bab, dimana antara satu bab dengan bab yang lain saling keterkaitan.

Bab I, beris pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk
memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang
melatarbelakangi penyusunan. Rumusan masalah dimaksudkan mempertegas
pokok-pokok masalah yang diteliti agar |ebih fokus.

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan untuk

menjelaskan tujuan dan urgensi penyususnan ini. Paparan tentang telaah pustaka
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yang dimaksudkan untuk melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya. Adapun kerangka teoritik dimaksud untuk menjelaskan pendekatan
apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penyusunan ini dilakukan.
Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara
umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai bahsan tentang penyusunan.

Bab I, memuat tinjauan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, dalam hal
ini dibagi menjadi sub bab yang terdiri dari: pengertian, tujuan dan Kkriteria tindak
pidana dan unsur-unsur jarimah berikut dengan sanksinya.

Bab 111, memuat tinjauan umum tentang sertifikasi label halal dari LPPOM-
MUI, bagaimana prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal, dan bagaimana
proses pemeriksaannya.

Bab IV, penulis akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam dan
hukum positif mengenai kejahatan pemalsuan beserta sanksi hukum bagi pelaku
kejahatan pemal suan.

Bab V penutup yang memamaparkan kesimpulan yang menjawab masalah
yang ada, serta berisi saran-saran mengenai guna mencegah dan memberantas

praktek pemalsuan sertifikasi label halal ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemalsuan Sertfikasi
Label Hala dari MUI dalam Produk Pangan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Perbuatan Pemalsuan Sertifikasi Label Halal ini jelas merupakan perbuatan
yang dapat dipidanakan atau jarimah. Karena perbuatan memalsukan ini
termasuk kedalam unsur penipuan, pengelabuan dan merupakan perbuatan
zalim. Tentu sgja hal tersebut merugikan banyak orang lain dan kemaslahatan
umum, dan hal ini dilarang oleh ketentuan syara. Dalam hukum pidana
positif, perbuatan pemalsuan sertifikasi label hala MUI ini mempunyai
keterkaitan dengan pemalsuan surat atau akta, dan identik dengan pemalsuan
merek, yang sanksi serta ketentuan hukumnya telah diatur dalam KUHP.
Selain itu, pemalsuan sertifikasi label halal MUI ini melanggar ketentuan dari
beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Diantaranya adalah
Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan kemudian juga melanggar
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk sanksi bagi pelaku pemalsuan sertifikasi label halal MUI ini adalah
hukuman ta’zr, yakni hukuman yang tidak ditentukan nash (al-Qur’an dan
Hadits) yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak

manusia, guna untuk memberi pelgaran (repressive) kepada pelaku dan

71
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mencegahnya (preventive) untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Bentuk
hukumannya adalah dengan hukuman jilid dan pengasingan.

Penerapan sanks pidana dalam Islam yang kemudian dikonversikan dalam
hukum pidana positif pada pemalsuan sertifikat label halal dari MUI ini sudah
dapat mencegah dan menanggulangi masalah pemalsuan sertifikasi l1abel halal
dari MUI, sesuai dengan tujuan utama dari pemidanaan Islam adalah untuk
pencegahan (preventive) dan penggjaran atau pendidikan (repressive) bagi
pelaku serta untuk mencegah pemalsuan sertifikat label halal dari MUI oleh

pengusaha lainnya

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahsan yang telah diuraikan, maka

penulis menyarankan:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikasi label haal
MUI ini diharapkan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang serta
penegak hukum memberikan perhatian yang lebih aktif dan serius dalam
menangani kasus pemalsuan sertifikasi label halal dari MUI, karena
perbuatan ini bukan merupakan delik aduan.

2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengupayakan pembentukan
peraturan yang khusus dan lebih tegas untuk mengatur jaminan kehalalan
produk di Indonesia, perlu juga dilengkapi dengan standar dan label halal
resmi dari insitusi penjamin hala yang ditunjuk secara resmi pula oleh

pemerintah, sehingga apa yang menjadi hak-hak dari konsumen terlindungi.
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3. LPPOM-MUI lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi dan promosi
kepada pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya jaminan kehalalan.
Sehingga diharapkan dapat menunjang kesadaran pelaku usaha untuk
mengaj ukan sertifikasi halal sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Pemerintah melalui lembaga terkait baik dari LPPOM MUI maupun lembaga
perlindungan konsumen masyarakat seperti YLKI memberikan fasilitas
sgjenis layanan konsumen atau pengaduan seperti program layanan pesan
singkat maupun telepon serta internet yang ditujukan ke nomor atau alamat
situs LPPOM atau YLKI bagi konsumen yang menemui masalah keragu-
raguan soal komposisi bahan yang tidak dimengerti oleh konsumen. Tentunya

hal ini juga perlu dukungan peran aktif dan kritis dari konsumen sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih dan Hukum

Adami Chazawi, 2005, Kegahatan Mengenai Pemalsuan, Jakartas PT Raa
Grafindo.

Adiwarman A. Karim, 2010, Bank Islam, cet. VII, Jakarta: PT Raa Grafindo
Persada

A. Rahaman I. Doi, 2002, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, (Syari’ah),
Cet. 1, Jakarta: PT. Rgja Grafindo Persada.

Ahmad Hanafi, 1976, Asas-Asas Hukum Pidana I slam, Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad Wardi Musdlich, 2005, Hukum Pidana Islam, cet. Il, Jakarta: Sinar
Grafika

Ahmad Wardi Muslich, 2006, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih
Jinayat, cet. Il, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah dan A. Simanglipu, 1985, Pidana Mati Di Indonesia di Masa Lalu,
Masa Kini, Dan Masa Yang Akan Datan, cet. |1, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Burhanuddin S, 2001, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikas
Halal, Malang: UIN-Malaka Press.

H.A. Jazuli, 1996, Figh Jinayah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H. A. Jazuli, 1996, Figh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H. A. Jazuli, 2006, Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam

Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana.

74



75

Lukman Fauroni, 2006, Etika Bisnis Dalam al-Qur’an, Yogyakarta: Pustaka
Pesantren.
Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Makhrus Mungjat, 2004, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Jogjakarta: Logung
Pustaka

Makhrus Mungjat, 2009, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Y ogyakarta: Teras.

M. Khalid Mas'ud, 1996, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Pustaka.

Muhammad Yusuf dan Fatma Amalia, 2005, Figh & Ushul Figh, Y ogyakarta:
Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.

Nasroen Haroen, 2000, Figh Mu amalat, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nasrun Haroen, 1996, Ushul Figh I, Jakarta: Logos Publishing House.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Samin Sabri, 2008, Pidana Islam Dan Politik Hukum Indonesia Elektisisme Dan
Pandangan Non Muslim, cet. |, Jakarta: Kholam Publishing.

Solahuddin, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, &
Perdata, cet. |11, Jakarta: Visimedia

Surat Keputusan Menteri Kesehatan N0.924/Menkes/SK/VI11/1996 tentang
perubahan  atas Keputusan  Menteri Kesehatan Rl No.
82/Menkes/SK/1/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label
Makanan.

SK Menteri Agama Rl No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal



76

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993, Halal dan Haram Dalam Islam,
Surabaya: PT Binallmu.

Syeikh Yusuf Qaradhawi, 1995, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian
Islam, Jakarta: Robbani Pres.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zainuddin Ali, 2007, Hukum Pidana Islam Jakarta: Sinar Grafika

B. Lain-lain

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Kamus Arab Indonesia).

Anton Apriyantono Nurbowo, 2003, Panduan Belanja dan Konsums Halal
Jakarta: Khairul Bayaan.

Lexy JMoeloleng, 1993, Metode Penelitian Kwalitatif, Bandung: Rosda Karya.

Saifudin Aswar, 1990, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Pustaka
Pelgar.

Tentang Kronologi Tindakan-Tindakan Majelis Ulama Indonesia, 20 Tahun
Magjelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), him.
189-193

Wawancara dengan Dr. Makhrus Mungjat, narasumber dari LPPOM-MUI Daerah
Istimewa Y ogyakarta pada tanggal 27 Mei 2013.

C. Majalah dan Jurnal

Elvi Zahara Lubis, Hubungan Pencantuman Label Halal Terhadap Perlindungan
Konsumen, Jurnal I1mu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
Moral&Adil Vol.1, No. 1.

Jurnal Halal LPPOM MUI, No.36, Maret 2001, him. 14.



77

LPPOM-MUI, “Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal”
L. Ferjannah, “ Sertifikasi Halal di Indonesia’ Ekonomi Syari’ah, No. 6, Vol. 10 (4
Oktober 2011), him. 6.

Majalah Info Bank Syari’ah Edisi Juli/Agustus 2012, Volum 34 Thn. I11 him. 7.

D. Internet

http://jambi.kemenag.go.id/file/file/PRODUKHALAL/pyst1363038081.pdf,
diakses padatangga 20 Me 2013, 16.56.

http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI, Diakses pada tangga 19 Me 2013,
20:32.

http://indohalal.com. Diakses pada tanggal 13 Mei 2013

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content& view=article& id=56& Item
id=82. Diakses padatanggal 10 February 2013, 09.32.

http://www.pkesinteraktif.com/content/view/5533/32/lang,id/.  Diakses  pada

tanggal 25 Februari, 14.03.

http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content& view=article& id=9312
:Syura-sol usi-perselisihan-kewenangan-sertifikasi-hal al -di-
indonesia& catid=68:0pini& Itemid=68, Diakses pada tanggal 13 Maret
2013, 08.40.

http://rabbitica.blogspot.com/2011/02/pemal suan. Diakses pada tanggal 6 Maret

2013, 11.35.


http://jambi.kemenag.go.id/file/file/PRODUKHALAL/pyst1363038081.pdf�
http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI�
http://indohalal.com/�
http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=82�
http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=82�

LAMPIRAN-LAMPIRAN



TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB

Him

FN

TERJEMAHAN

16

‘Ugubah adalah hukuman yang ditetapkan untuk
kepentingan orang banyak atas pelanggaran terhadap

perintah syari’

17

Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di

akhirat meraka mendapat azab yang besar.

25

21

Barangsiagpa membunuh seorang yang beriman karena
tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika

mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.

25

25

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih

kepada-Nya pagi dan petang.

53

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-
sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”,
untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah.
Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan

terhadap Allah tidak akan beruntung.

56

Dari Abu Burdah a-Anshari r.a. bahwa dia mendengar
Rasulullah Saw bersabda: “seseorang tidak boleh dijilid
lebih dari sepuluh kali cambukkan, kecuali dalam salah satu

dari had Allah SWT.
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PEDOMAN WAWANCARA PERUSAHAAN

(P.T GAMA HERBAL INDONESIA)

. Apayang menjadi tujuan perusahaan dalam mendapatkan sertifikat halal?
. Bagaimanakah proses yang ditempuh perusahaan dalam mendapatkan
sertifikat halal?

. Apa sga yang menjadi hambatan dalam proses untuk mendapatkan
sertifikat halal dari MUI?

. Bagaimanakah dengan biaya sertifikas halal? Apakah biaya untuk
mendapatkan sertifikat halal ini memberatkan perusahaan?

. Berapalama proses untuk mendapatkan sertifikat halal?

. Apa yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan setelah mendapatkan
sertifikat halal?

. Apa manfaat yang dirasakan perusahaan setelah mendapatkan sertifikat
halal?

. Bagaimanakah cara perusahaan agar tetap mempertahankan kehalalan
produknya?

. Setelah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, apa sgja langkah yang
harus ditempuh perusahaan dalam menggunakan label halad MUI pada

kemasan produknya?



PEDOMAN WAWANCARA (LPPOM MUI)

. Apafungsi, tujuan dan wewnang dari LPPOM MUI DIY?

. Bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat halal?

. Berapalama masa berlaku sertifikat halal untuk setiap produk?

. Setelah LPPOM MUI DIY mengeluarkan sertifikat halal kepada pelaku
usaha atau perusahaan, apakah LPPOM MUI DIY masih perlu melakukan
pengawasan terhadap perusahaan?

. Setigp kapan sgja LPPOM MUI DIY melakukan pengawasan secara
langsung ke lokasi perusahaan tersebut?

. Usaha apa sgjakah yang dilakukan LPPOM MUI DIY dalam melakukan
pengawasan masalah kehalalan suatu produk pangan kemasan yang
beredar di masyarakat?

. Apakah LPPOM MUI DIY pernah menemukan perusahaan yang
mencantumkan label halal ilegal, dalam arti belum mendapatkan sertifikat
halal atau tanpa melalui prosedur yang berlaku dalam proses sertifikasi

halal?

. Tindakan apa yang dilakukan olen LPPOM MUI DIY jika menemukan
produk yang mencantumkan label halal ilegal tersebut?

. Sanksi apa sgja yang diberlakukan oleh LPPOM MUI DIY terhadap kasus

tersebut?
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